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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

1. Mekanisme pembuatan perjanjian internasional oleh daerah di Indonesia 

selain dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang 

Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan lebih lanjut didalam 

Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang 

Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh 

Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 

2008 Tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak 

Luar Negeri. 

2. Kerjasama Luar negeri oleh Pemerintah pusat ternyata belum maksimal 

diakibatkan oleh masih adanya beberapa faktor penghambat berupa faktor 

eksternal maupun faktor internal yang dapat berdapak pada proses 

pembuatan perjanjian internasional oleh Pemerintah Daerah sebagai 

Kewengan Otonomi Daerah. 

1.2 Saran 

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah lebih berperan aktif dalam memajukan 

daerahnya agar kedepannya daerah tersebut dapat menjadi suatu daerah 

yang mempunyai potensi yang berkualitas baik dari segi sumber daya 

manusianya maupun dari segi sumber daya alamnya. Hal ini dapat 
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terwujud dengan adanya kerjasama dengan pihak luar negeri yang 

kemudian akan dituangkan dalam perjanjian internasional. 

2. Sebaiknya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lebih 

meningkatkan lagi hubungan kerjasama terutama menyangkut masalah 

kerjasama hubungan dengan Pihak Luar Negeri dalam hal pembuatan 

perjanjian Internasional. 
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